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PUTUSAN
Nomor 6/Pdt.G/2022/PA.Trp
- Jy.d L.’ 5
@‘B»M
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarempa yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan
oleh:
PENGGUGAT, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan Menggurus Rumah Tangga, tempat tinggal
di Jalan. Soekirman Sarijat, XXX XXXXXXX XXX, XXXX
XXXxxX, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten
Kepulauan Anambas, XXXXXXXX —XXXXXXXXX ~ XXXX,
sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan
XXXXXXX, semula bertempat tinggal di Soekirman Sarijat,
XXX XXXXXXX XXX, XXXX XXXXXX, Kecamatan Siantan
Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas, XXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXX, sekarang tidak diketahui alamatnya
yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia (ghaib), sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta telah

memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugatdengan surat gugatannya tertanggal 10 Januari 2022

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarempa dengan register
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Nomor: 6/Pdt.G/2022/PA.Trp tanggal 10 Januari 2022 mengajukan gugatan

cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah
pada tanggal 08 Februari 2006, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:
116/02/1/12006, yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Urusan Agama
Kecamatan Bintan Timur, Kabupaten Kepulauan Riau, pada tanggal 08
Februari 2006, yang pada saat itu Penggugat berstatus Janda dan
Tergugat berstatus Duda;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami isteri dan belum mempunyai keturunan:

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Tanjung pinang
rumah Orang Tua Penggugat lebih kurang 1 tahun, Kemudian Penggugat
dan Tergugat Pindah di rumah kos lebih kurang 3 tahun, dan sekarang
Penggugat pindah di xxxx xxxxxx rumah saudara Penggugat sampai
sekarang, sedangkan Tergugat tidak di ketahui pasti alamatnya di Wilayah
Republik Indonesia (Ghaib);

4. Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
damai namun pada pertengahan tahun 2009 terjadi perselisihan dan
pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di sebabkan:

a. Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa kabar berita;

b. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat;

c. Bahwa Tergugat berselingkuh dengan Perempuan lain;

d. Bahwa Tergugat sering marah dengan Penggugat tanpa alasan yang
jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada
Tanggal 05 Maret 2011, disaat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
sampai sekarang tanpa ada berita;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Penggugat berusaha mencari keberadaan
Tergugat, namun tidak berhasil, dan sekarang Penggugat tinggal di xxxx
XXXXXX rumah saudara Penggugat sampai sekarang sebagaimana alamat
tersebut diatas, sedangkan Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya,

hingga saat ini;
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7. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Penggugat tidak
bersedia lagi bersuamikan Tergugat dengan alasan Tergugat sudah pergi
meninggalkan Penggugat tanpa kabar berita lebih dari 4 (empat) tahun
serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di
atas. Penggugat, bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tarempa,
Cg. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya dapat membuka
persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, serta
menyidangkannya dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT).

3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku.

Subsidair:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap
panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara in person di
persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus
orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah
dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah
tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan hingga saat ini tidak diketahui
keberadaannya baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, oleh
karena itu Penggugat mengajukan  surat keterangan  Nomor:
011/KDNY/01.2022 yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx, Kecamatan

Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan Anambas tanggal 08 Januari 2022;
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Bahwa, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara
Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebuttidak dapat dilaksanakan
karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan
dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan
membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya
dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan
tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, jawaban Tergugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di
persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 21010647770003 atas nama
Pengugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah XXXXXXxXx
XXXXXXXXX XXXXXXX, tanggal 13 Oktober 2021, bukti tersebut bermeterai
cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, lalu
diberi tanda P.1.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon
Nomor: 116/02/11/2006 tanggal 08 Februari 2006 yang dikeluarkan oleh
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bintan
Timur, Kabupaten Kepulauan Riau (sekarang Kabupaten Bintan), bukti
tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, serta telah

dicocokkan dengan aslinya, lalu diberi tanda P.2;

B. Saksi:
1. Napiah binti Zainal, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Tanah Rontok, RT. 07, RW.
07, xxxx xxxxxx, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten Kepulauan

Anambas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
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— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai Saudara Sepupu Tergugat;

— BahwaPenggugatdan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
sekitar tahun 2006;

— Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXXX;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;

— Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik
dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi,
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman
bersama tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas serta
tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi;

— Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

— Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

2. Asiah binti Mad Lahir, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan XxXXXxXXX XXXXX XXXXxX, bertempat tinggal di JI. Abdul Kadir,
RT. 01, RW. 01, xxxx xxxxxX, Kecamatan Siantan Timur, Kabupaten
Kepulauan Anambas, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
sebagai tetangga Penggugat;

— BahwaPenggugatdan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah
sekitar tahun 2006;

— Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah
tangga terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di XXXX XXXXXX;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
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— Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik
dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi,
Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;

— Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat
bertengkar;

— Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu Tergugat pergi dari kediaman
bersama tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas serta
tidak pernah memberi nafkah dan tidak pernah pulang lagi;

— Bahwa saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat;

— Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari
keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada

pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan
mengabulkan gugatannya,;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapnya telah dicatat

dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan

ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan menunjukkan bahwa perkara ini
termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan ternyata Penggugat berdomisili
di wilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 49 ayat (1) huruf adan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009,
Pengadilan Agama Tarempa berwenang secara absolut maupun relatif untuk
memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat telah hadir di

persidangan sementara Tergugat tidak pernah hadir untuk menghadap di
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persidangan meskipun terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi
dan patut, dan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu menurut hukum
pembuktian, Tergugat dianggap telah mengakui atau setidak-tidaknya tidak
membantah dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan
verstek (vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir dalam
persidangan, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya untuk menghindari adanya kesepakatan untuk bercerai
sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:
863K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 dalam perkara perceraian tidak
dibenarkan semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya
kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (de grote
langen);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat kepada
Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan
Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang
diamanatkan Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan keduadengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dinyatakan
telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan, maka usaha perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana
dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka
pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum

dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap
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dipertahankan oleh Penggugat (Vide: Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009);

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan
Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara
ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak
pertengahan tahun 2009, yang mana perselisihan tersebut menyebabkan
Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Maret 2017,
sampai dengan sekarang tidak pernah bersatu lagi, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat tanpa izin dan tanpa alasan yang sah dan sampai
saat ini tidak pulang, tidak mengirim kabar, tidak memberi nafkah serta tidak
diketahui lagi alamatnya, Penggugat juga telah berusaha mencari Tergugat
namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan 2 orangsaksi masing-
masing bernama Napiah bin Zainal dan Asiah binti Mad Labhir;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk dan FotokopiKutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan
telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti
tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat dan Tergugat
sebagai suami isteri, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,
sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, terbukti bahwa
Penggugat berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Tarempa;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 tersebut, pada pokoknya memuat
data yang relevan dengan posita angka 1 mengenai hubungan Penggugat

dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Sehingga patut dinyatakan
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terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang

menikah pada tanggal 08 Februari 2006 dan sampai saat ini belum pernah

putus karena perceraian, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah
pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (legitima persona standi in
judicio);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat di muka
sidang dalam perkara perkawinan secara lex spesialis bukan saksi yang
terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, kedua saksi tersebut telah
dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata,
dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 175 R,Bg, maka menurut majelis
hakim bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil, sehingga dapat
diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan
dibawah sumpah sebagaimana terurai dalam duduk perkara maka telah sesuai
dengan Pasal 308 R.Bg dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain
sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka menurut majelis hakim
keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan dapat
dikatakan telah mendukung dalilgugatan Penggugat, oleh karena itu dalil gugatan
Penggugat telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat,
serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis menemukan
fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah
tanggal 08 Februari 2006;

- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun
dan harmonis, namun saatini sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena
Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Tahun 2017,
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga gugatan ini diajukan
kurang lebih 5 tahun;

- Bahwa selama pergi tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim berita
sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya;
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- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat,
namun sampai saatini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tentang pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam
ditegaskan salah satu alasan perceraian salah satu pihak meninggalkan
pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan
tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya,
sedangkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada
cukup alasan, yakni ketika suami-isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai
suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan
kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat
beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian:

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun
berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau
karena hal lain di luar kemampuannya;

2. Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu
persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga
Penggugatdan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang
telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan di
atas terbukti bahwa Tergugat telah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut pergi
meninggalkan Penggugat dengan tanpa izin dan alasan yang jelas, sehingga
telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan
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pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur perceraian yang pertama
harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa sejak berpisah
rumah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling pedulikan
lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat
sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua
juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian
maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun
1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia
dan kekal. Apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan
kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami isteri, kemudian salah satu pihak
telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang
demikian mafsadatnya akan lebih besar daripada manfaat dan mashlahatnya,
untuk hal yang demikian Majelis hakim dapat menunjuk kepada kaidah figh
yang berbunyi:

e la e Bea it
Artinya: Bahwa menghindarkan mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada

mendambakan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mendeskripsikan pendapat ahli figh,
sebagaimana tercantum dalam Kitab Figh as-Sunnah, Jilid I, halaman 291
yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

Tha VI e e 5 el G 13 AL Al aldl) Leilky i g gyl ol e il ) L S
Artinya :“Dan bagi seorang isteri boleh mengajukan perceraian terhadap
suaminya. Dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba’in, apabila
terbukti adanya kemadharatan dalam pernikahan dan keduanya sulit

didamaikan”;
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Menimbang, bahwa berdasarkan kajian filosofis, yang diambil-alih
menjadi pendapat Majelis, menyatakan bahwa secara ontologis perkawinan
merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai
suami-isteri. Sedangkan secara aksiologis, perkawinan bertujuan membentuk
keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Adapun fakta hukum yang terbukti
dalam persidangan perkara a quo menunjukkan bahwa rumah tangga antara
Penggugatdan Tergugat sudah pecah dan jauh menyimpang dari kondisi ideal
ontologi dan aksiologi perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian sosiologis, dalam teori peran
(role theory) yang dicetuskan oleh Robert Linton, yang diambil-alih menjadi
pendapat Majelis, menyatakan bahwa dalam sebuah interaksi sosial, hak dan
kewajiban masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara
berimbang. Jika salah satu pihak, dalam konteks ini suami atau isteri sudah
tidak mempedulikan hak dan kewajibannya, tentulah kondisi sosial keluarga
antara Penggugat dan Tergugat tidak berimbang dan mengalami guncangan
(turbulence);

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian antropologis, dalam penelitian
Hedi Sri Ahimsyah Putra yang dituangkan dalam buku berjudul Strukturalisme
Levi Straus, Mitos dan Karya Sastra, yang diambil-alih menjadi pendapat
Majelis, menyatakan bahwa terdapat keteraturan “struktur luar” (realitas yang
tampak secara empiris) dan “struktur dalam” (realitas yang tidak selalu tampak
dan dapat mempengaruhi struktur luar). Kontekstualisasi dalam perkara a quo,
bahwa fakta hukum dalam sidang menunjukkan telah terjadi perpecahan pada
“struktur luar” rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan realitas tersebut
tentu dipengaruhi oleh “struktur dalam”, yakni perpecahan bathin antara
Penggugat dan Tergugat itu sendiri. Sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sulit tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis
berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken
marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis,

sedangkan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah
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tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis berpendapat gugatan Penggugat patut
untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugatberalasan dan tidak
melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149
R.Bg gugatan Penggugattersebut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak
sebelumnya, maka Majelis berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua
mengenai talak satu bain sughra patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan
talak satu ba’'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya
perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka
sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989
tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam
perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di depan sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp940.000,00 (sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada
hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal
1443 Hijriah oleh kami Shobirin, S.H.l. M.E.Sy. sebagai Ketua Majelis, Wendri,
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S.Ag, M.H. dan Aab Abdul Wahab, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim
Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat pertama,
Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum
oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota,
dan dibantu oleh Hj. Riawati, B.A. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri
oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Shobirin, S.H.l. M.E.Sy.

Hakim Anggota Hakim Anggota

Wendri, S.Ag, M.H. Aab Abdul Wahab, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Hj. Riawati, B.A.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
Biaya Proses : Rp70.000,00
Biaya Pemanggilan : Rp800.000,00
PNBP relaas panggilan : Rp20.000,00
Biaya Redaksi : Rp10.000,00
Biaya Materai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp940.000,00
Terbilang: sembilan ratus empat puluh ribu rupiah
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